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Abstract

In the implementation of General Elections in Indonesia,
particularly  the Legislative Elections of National
Parliamentarians (DPR) and Regional Parliamentarians
(DPRD), there are some differences on the election systems
used between regional governments. These differences are
intriguingly questionable since the fundamentals of general
elections as a democratic act has been drawn clearly in
the Constitution. The indicators of democratic values in
implementing general elections are formulated in Article
22E Paragraph (1) of UUD 1945 which includes freedom
and responsibility, honesty and justice. However, a number of
distortions and divergence have observably occurred in the
previous execution of General Elections. This fact generates
a big question “Is the Constitution capable of securing the
democratic values of General Elections?” This article tries to
answer this question by using a normative approach in which
the real condition of Indonesian General Elections is analyzed
within the framework of ideal democratic General Elections
defined by experts.
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- A. Pendahuluan

Terdapat pendapat belakangan ini yang meragukan keberadaan
demokrasi sebagai bentuk terbaik dalam penyelenggaraan sistem
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politik suatu negara. Sebenarnya keraguan tersebut bukanlah
hal yang baru, karena jauh sebelurnnya telah dikemukakan oleh
beberapa pemikir yang antara lain seperti Plato, Aristoteles dan
Thomas Aquinas. Plato (429-347 SM) telah membagi bentuk
sistem penyelenggaraan negara ke dalam bentuk yang berotasi
terus-menerus. Bentuk tersebut meliputi Aristokrasi, Timokrasi,
Oligarki, Demokrasi dan Tyranni. Lebih lanjut, menurut Plato, yang
terbaik dari bentuk-bentuk tersebut ialah Aristokrasi, sedangkan
yang terjelek jatuh pada Tyranni. !

Tidak jauh berbeda dengan Plato, salah seorang muridnya
bernama Aristoteles (84-322 SM) juga mengemukakan
pendapatnya tentang penyeleng garaan sistem politik suatu negara.
Sedikit lebih rinci dari gurunya, Aristoteles telah membagi bentuk
penyelenggaraan negara ke dalam bentuk ideal dan bentuk merosot.
Bentuk ideal tersebut meliputi Monarki, Aristokrasi dan Republik
Konstitusionil, sedangkan bentuk merosotnya meliputi Tyranni,
Oligarki dan Demokrasi.”? Bentuk merosot timbul apabila bentuk
ideal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Demikian
juga pendapat Thomas Aquinas (1225-1274), salah seorang yang
datang jauh sesudah dua ahli sebelumnya. Menurut Aquinas, bentuk
yang terbaik meliputi Monarki, Aristokrasi dan Politeia, sedangkan
bentuk terjelek meliputi Tyranni, Oligarki dan Demokrasi.”

Tanpa mau terbelenggu dengan pandangan tersebut,
kenyataannya demokrasi telah dianggap sebagai sistem yang
paling tepat dan ideal bagi organisasi politik dan sosial modern.*
Oleh karena itu dapat dilihat bahwa istilah demokrasi menjadi
sangat popular hampir di setiap negara, bahkan juga menjadi
ungkapan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya
tidak mengherankan, jika tak satupun ada negara yang mengaku
menganut sistem yang tidak demokrasi, meskipun dalam bentuk
kerajaan atau mungkin diktator sekalipun.® Menurut pandangan
pihak luar mungkin negara yang bersangkutan belum demokrasi,
namun menurut pemiliknya tentu sudah demokrasi.

Berangkat dari kenyataan tersebut, upaya mewujudkan sistem
pemerintahan yang demokrasi atau melakukan upaya demokratisasi
dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi
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suatu keharusan. Salah satu dari upaya demokratisasi tersebut
dilakukan dengan adanya kontrak sosial, yakni suatu penyerahan
kekuasaan dari rakyat (demos) kepada pihak yang menjadi
wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, atau merupakan
sarana untuk mewujudkan hak-hak demos dalam pengambilan
suatu keputusan politik. Proses penyerahan kekuasaan dan wujud
pengambilan keputusan politik tersebut dilakukan dalam suatu
mekanisme tertentu yang kemudian disebut dengan pemilihan
umum (Pemilu). Dengan kata lain, Pemilu merupakan suatu
mekanisme penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada wakilnya
untuk menjalankan penyelenggaraan negara dan sarana untuk
mewujudkan hak-hak rakyat dalam pengambilan keputusan
politik. Pemilu merupakan bagian integral dari sistem demokrasi
itu sendiri, dan sebagai barometer utama untuk menentukan apakah
terwujud atau tidaknya upaya demokratisasi. Di sini terlihat adanya
dua sisi yang saling mempengaruhi antara Pemilu dengan upaya
demokratisasi, di satu sisi Pemilu merupakan wujud dari upaya
demokratisasi dan di sisi lain Pemilu harus diselenggarakan secara
demokratis.

Memahami Demokratisasi.

Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan istilah

demokratisasi, tentu lebih baik dahutu dilibat bagaimana latar
belakang munculnya istilah demokrasi itu sendiri. Seperti
telah disinggung sebelumnya, istilah demokrasi muncul dalam
peradaban Yunani sekitar penghujung abad V S.M. Demockrasi
‘atau demokrafia merupakan suatu ungkapan, yang terdiri dari kata
demos sinonim kata populus yang berarti rakyat dan kratia yang
berarti pemerintahan atau wewenang. Dengan demikian demokrasi
dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat.

Tetapi melalui berbagai penelitian para ahli, pemahaman
terhadap demokrasi tidaklah sesederhana itu. Pemahaman terhadap
demokrasi pada waktu tersebut, selain mendapat banyak kritikan
dari beberapa pengeritiknya—seperti Aristoteles yang tidak
menyukai adanya pemahaman kekuasaan demokrasi diberikan
kepada siapapun termasuk orang miskin—juga terdapat batasan-
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batasan tertentu dalam menggunakan sistem demokrasi. Masyarakat
Yunani Kuno, menggunakan tatanan demokrasi apabila sekurang-
kurangnya memenuhi enam persyaratan, yaitu: 1. Warga negara
harus cukup serasi dalam kepentingan mereka; 2. Warga ncgara
harus amat padu dan homogen; 3. Warga negara harus berada dalam
Jumlah yang sangat kecil, yang secara ideal bahkan lebih kecil dari
40.000 sampai 50.000 yang terdapat di Athena di masa Pericles,
guna menghindari adanya keragaman dan ketidakserasian; 4, Warga
negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan
undang-undang dan keputusan-keputusan mengenai kebijakan;
5. Warga negara tidak hanya berpartisipasi dalam pertemuan-
pertemuan majelis, tetapi juga dengan aktif dalam memerintah
kota; dan 6. Negara kota harus tetap sepenuhnya otonom, artinya
pada prinsipnya setiap kota harus berswasembada, tidak hanya
secara politik, tetapi juga secara ekonomi dan militer."”

Menyinggung persyaratan tersebut, menurut Dahl, jika hanya
memahami demokrasi secara literalnya saja tanpa mengetahui
apa yang sesungguhnya dipahami oleh rakyat di dunia Athena
pada waktu itu, akan dapat memberikan kekaburan pemahaman.
Keckaburan pertama adalah kenyataan bahwa yang dinamakan
demos bagi orang Yunani itu adalah rakyat dari sebuah polis atau
kota kecil yang merupakan bagian dari dunia Hellena yang lebih
luas. Kekaburan kedua menyangkut kandungan atau isi demos
itu dalam masing-masing polis yang merupakan lokusnya. Di
mana jumlah mereka yang menjadi demos diperkirakan sepuluh
persen dari seluruh penduduk, tidak termasuk kaum wanita, tidak
termasuk kaum professional, tidak anak-anak, tidak budak-budak,
tidak orang asing atau pendatang, dan tidak termasuk orang-orang
di luar polis yang dianggap sebagai orang barbar atan orang yang
tidak berperadaban. %

Pemahaman demokrasi oleh Yunani Kuno tersebut, pada
perkembangan berikutnya, telah dipahami tidak lagi secara
sederhana tersebut tetapi lebih dari itu. Para ahli politik telah
merumuskan suatu batasan dan kriteria yang dapat dianggap sebagai
suatu sistem demokrasi modern. Menurut Afan Gaffar, suatu
political order dikatakan menggunakan sistem yang demokratis
apabila ditemukan indikator-indikator sebagai berikut:
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1.

Adanya akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang ja-
batan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung-
jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
Pertanggungjawaban juga diberikan terhadap ucapannya, dan
tidak kalah pentingnya terhadap prilaku dalam kehidupan yang
penah, sedang bahkan akan dijalaninya.

Adanya rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan ter-
jadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara tera-
tur dan damai. Artinya, tidak hanya satu orang yang melulu
dapat menduduki suatu jabatan, sementara yang lainnya tidak
diberi kesempatan yang sama.

. Adanya rekruitmen politik yang terbuka. Dalam demokrasi,

setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan
politik, mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan
tersebut. Apabila dalam suatu negara, pengisian terhadap suatu
Jabatan politik hanya dimiliki oleh segelintir orang, berarti
sistem rekruitmen politiknya dilakukan secara tertutup.

Adanya pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, setiap
warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk me-
milih dan dipilih dengan bebas sesuai nuaraninya dalam snatu
pemilu yang dilaksanakan secara berkala,

Adanya kebetasan untuk menikmati hak-hak dasar sebagai
warga negara. Dalam negara demokrasi, setiap warga nega-
ra dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, baik hak
untuk menyatakan pendapat (freedom of expression), hak ber-
kumpul dan berserikat (freedom of assembly), menikmati pers
yang bebas (freedom of press), menentukan pilihan politik,
maupun hak menyangkut masalah pribadi dan masyarakat di
sekitarnya. Dengan kata lain, setiap warga negara mempunyai
hak untuk ikut menentukan agenda apa saja yang diperlukan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.'®

Kriteria-kriteria atau indikator-indikator tersebut juga

melahirkan suate pemahaman demokrasi secara universal, yaitu
pemahaman demokrasi yang tidak ethnosentrisme, tetapi juga
membuka peluang untuk berasimilasi dengan nilai-nilai lokal dalam
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